
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  lI 

PENDAHULUAN  l 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja pada dasarnya para 

pihak yakni pekerja dan pengusaha harus melaksanakan isi perjanjian kerja 

dengan baik. Dengan adanya perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, maka 

lahir hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut, contoh hak pekerja 

menerima upah dan kewajibannya melakukan pekerjaan yang diperintah oleh 

pengusaha, sedangkan kewajiban pengusaha yaitu membayar upah pekerja dan 

berhak memperoleh hasil dari pekerja yang dilakukan para pekerja.  

Perjanjian kerja dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

mengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja yang disepakai pekerja 

dengan pengusaha, maka tercipta hak dan kewajiban bagi para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerja terdiri atas dua jenis yaitu 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tentu (PKWTT).  

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) didefenisikan sebagai suatu perjanjian 

kerja yang terjadi antara penerima kerja dan pemberian kerja yang dibuat untuk 

pekerjaan tertentu serta jenis dan sifat pekerjaannya berakhir dalam waktu 

tertentu. PKWT ialah bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan 

pihak terkait seperti pihak perusahaan untuk dilakukannya perjanjian hubungan 

kerja dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak pertama dalam  



melakukan perjanjian kerja dengan pihak kedua. Penetapan jangka waktu PKWT ditetapkan pada 

Pasal 59 UU NO.13 Tahun 2003 yang menyatakan :  

a. Pekerjaan yang bersifat sementara 

b. Perkiraan waktu pekerjaan tidak lama dengan maksimal lamanya. 

c. Jenis pekerjaan memiliki periode tertentu atau musiman 

d. Pekerjaan berkaitan dengan produk baru. 

Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) adalah jika lama hubungan kerja tidak 

ditentukan dalam perjanjian maupun kebijakan pengusaha, syarat-syarat hukum, maupun 

kebiaasaan maka hubungan kerja tersebut dianggap akan berlangsung tanpa batas waktu.  

PKWTT didefinisikan perjanjian kerja antar pengusaha dan karyawan tanpa melakukan 

penetapan pada lamanya kesepakatan pekerjaan berlangsung. Persyaratan yang perlu 

diperhatikan dalam menyepakati perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu adalah sebagai 

berikut : 

a. Dilaksanakannya masa percobaan selama paling lama 3 bulan 

b. Perusahaan tidak boleh membayar karyawan kurang dari upah minimum yang        ditetapkan 

selama masa percobaan.
1
  

Selama para pihak-pihak melaksanakan isi perjanjian dengan baik maka hubungan diantara 

pekerja dan pengusaha akan harmonis, akan tetapi jika ada pihak yang melanggar isi perjanjian 

kerja dan tidak segera diselesaikan atau diminimalisir maka dimungkinkan terjadi perselisihan 

antar pekerja dan pengusaha. Perselisahan antara pekerja dan pengusaha dalam hukum 

ketenagakerjaan dikenal dengan perselisihan hubungan industrial.  

                                                           
1 Nelson, A., Nurhidayati, M., Riana, S. F., Lo, M., & Jovina, J. (2023). Penerapan Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) pada Perusahaan Migas. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 2545-2553. 



Perselisihan hubungan industrial  yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan 

antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh karena adanya perselisihan yang timbul dan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan adanya 

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
2
  

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perselisihan hubungan industrial terdiri dari 4 

jenis : 

a) Perselisihan hak 

b) Perselisihan kepentingan  

c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja 

d) Perselisian antar serikat pekerja/buruh. 

Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang 

sedang berlaku yaitu UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, dalam UU 

tersebut mengenal dua lembaga yang menyelesaikan perselisihan hubungan indrustrial yaitu 

lembaga Non-litigasi dan lembaga litigasi, yang termasuk lembaga Non-litigasi yaitu 

bipartit,mediasi,konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan yang termasuk lembaga litigasi yaitu 

Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Salah satu jenis perselisihan hubungan industrial adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Pemutusan Hubungan Industrial merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial 

menyebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, 

                                                           
2 Kesuma, I. Nyoman Jaya, and I. Wayan Agus Vijayantera. "Perundingan Bipartit Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial." Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 2.1 (2020). 



dan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 

alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian.
3
  

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan terbagi atas dua yakni, Pemutusan 

hubungan kerja Perseorangan merupakan pemutusan hubungan kerja tidak lebih dari sepuluh 

orang dan Pemutusan hubungan kerja besar-besaran dikatakan ialah bila menyangkut lebih dari 

sepuluh orang (buruh/pekerja).
4
 

Agar PHK yang dilakukan perusahaan sah secara hukum maka PHK tersebut harus dirundingkan 

terlebih dahulu dengan pekerja, namun di dalam praktiknya perusahaan sering melakukan PHK 

terhadap pekerja tanpa adanya perundingan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan PHK yang 

dilakukan oleh perusahaan terjadi berdasarkan ke sewenang - wenangan dan  tanpa membayar 

hak dari pekerja, yang di mana di dalam UU Ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian rupa 

terkait mengenai hak pekerja yang di PHK sebagaimana di atur dalam Pasal 156 Ayat (1) No.13 

tahun 2003 tentang cipta kerja  jo PP Nomor 35 tahun 2021. Dengan demikian, merujuk pada 

kedua ketentuan tersebut, pengaturan hak dan kewajiban dalam pemberian uang ganti rugi dan 

kompensasi masih tetap berlaku di mana pekerja yang PHK berhak memperoleh uang pesangon, 

uang jasa, uang pengganti hak yang belum dibayar. 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pekerja yang di PHK tetap dilindungi oleh 

hukum atau UU yang sedang berlaku, baik PHK secara perorangan maupun PHK secara massal 

(besar-besaran). Meski pun hak-hak pekerja yang di PHK telah di atur didalam UU, namun 

dalam praktiknya banyak perusahaan melakukan PHK tanpa membayar hak-hak pekerja tersebut. 

Akibatnya pekerja merasa dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

                                                           
3 PP No. 35 tahun 2021 pasal 43 

4 Beberapa masalah pokok hukum kepekerjaan ,medan, UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN,1995,HAL.80. 



hubungan industrial, agar hak-hak pekerja tersebut dapat di bayarkan oleh perusahaan melalui 

putusan pengadilan. 

Berdasarkan putusan perkara Nomor 274/pdt.sus-phi/2022/PN Medan, di mana penggugat 

berjumlah dua orang yakni penggugat 1 bernama ASRUL YADI (Pekerja di PT.ARTINDO 

MEGAH STEEL) yang mangkir selama 5 (lima) hari tanpa keterangan tertulis dan 2 (dua) kali 

dipanggil secara patut dan tertulis oleh pengusaha(tergugat) dengan surat bukti panggilan 1 (vide 

bukti T-1) dan surat panggilan 2 (vide bukti T-3), maka dari itu penggugat 1 berhak atas uang 

penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarannya diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  Penggugat 2 bernama 

ANJAS SEMESTA KELANA (Pekerja di PT.ARTINDO MEGAH STEEL) berdasarkan pasal 

52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 buruh/pekerja bisa di PHK karena alasan 

melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, maka dari itu 

penggugat 2 berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) dan uang pisah 

yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama. Sedangkan tergugat adalah perusahaan tempat mereka bekerja yakni PT. ARTINDO 

MEGAH STEEL. Adapun alasan para penggugat melakukan gugatan terhadap ter-gugat adalah 

bahwa tergugat melakukan PHK terhadap para penggugat secara sepihak dan tanpa membayar 

hak-haknya sebagaimana yang di atur dalam undang-undang yang sedang berlaku. Kemudian 

para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah pengadilan memeriksa,mengadili dan 

memutuskan bahwa tergugat di hukum untuk membayar uang pengganti hak pekerja sebesar Rp. 

1.004.407 (Satu Juta Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) untuk penggugat 1 dan  Rp. 

870.480, (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) untuk 

penggugat 2. 



Putusan perkara di atas dapat dipahami/di analisis bahwa pekerja sebagai penggugat yang di 

PHK oleh tergugat tanpa membayar hak pekerja, secara yuridis pekerja yang di PHK harus 

dilindungi secara hukum di mana pekerja berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana dalam 

UU yang sedang berlaku. 

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan 

judul “TINJAUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA PERORANGAN 

TANPA MEMBERIKAN HAK PESANGON (PUTUSAN NOMOR 274/PDT.SUS-

PHI/2022/PN MEDAN) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam peneilitian 

ini adalah :  

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim bagi pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan 

kerja hanya mendapatkan uang pengantian hak pada Putusan No. 274/PDT.SUS-PHI/2022/PN 

Medan? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim bagi pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan 

kerja tidak diberikan hak pesangon pada Putusan No. 274/PDT.SUS-PHI/2022/PN Medan? 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui di dalam PUTUSAN NOMOR 274/PDT.SUS-PHI/2022/PN MEDAN, 

apakah putusan hakim memberikan uang pengantian hak sudah sesuai dengan Undang-

Undang yang sedang berlaku. 



b. Untuk mengetahui di dalam PUTUSAN NOMOR 274/PDT.SUS-PHI/2022/PN MEDAN, 

apakah yang menjadi pertimbangan hakim memutusan hanya membayar uang pesangon.  

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan dari sumbangsih ilmu 

pengetahuan khususnya hukum keperdataan berkaitan dengan prosedur Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK)  didalam dunia pekerjaan. 

b. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukkan bagi pembaca dan pemahaman 

tentang pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sesuai dengan undang-undang 

yang sedang berlaku. 

c. Manfaat bagi peneliti 

 Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan 

penelitian ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan. 

  

  



BAB  lII 

TINJAUAN  lPUSTAKA 

A.  lTinjaun  lUmum  lTentang  lPekerja/Buruh  l 

1.  lPengertian  lBuruh  l 

 Sebelum  lberlakunya  lUndang-Undang  lNomor  l13  lTahun  l2003  ltentang  lketenagakerjaan  l,  

listilah  lburuh  lsangat  ldikenal  ldalam  lhukum-hukum  lperburuhan  latau  lketenagakerjaan  lkarena  

lsering  ldigunakan  lsejak  lzaman  lpenjajahan  lBelanda.  lDahulu  lyang  ldimaksud  ldengan  lburuh  ladalah  

lorang-orang  lpekerja  lkasar  lseperti  lkuli,  lmandor,  ltukang,  ldan  llain-lain  lyang  lmelakukan  lpekerjaan  

lkasar  lsejenisnya  ldisebut  ldengan  lBlue  lCollar,  lsedangkan  lorang-orang  lyang  lmelakukan  lpekerjaan  

lhalus  loleh  lpemerintahan  lHindia  lBelanda  ldisebut  ldengan  listilah  l(Karyawan/Pegawai)  ldan  ldisebut  

ldengan  lWhite  lCollar. 

 Menurut  lPayaman  lSimanjuntak  lTenaga  lkerja  ladalah  lpenduduk  lyang  lsudah  latau  lsedang  

lbekerja,  lsedang  lmencari  lpekerjaan,  ldan  lyang  lmelaksanakan  lkegiatan  llain  lseperti  lbersekolah  ldan  

lmengurus  lrumah  ltangga.  lPengertian  ltenaga  lkerja  ldan  lbukan  ltenaga  lkerja  lmenurutnya  lditentukan  

loleh  lumum  lusia  l.  lJadi  ltenaga  lkerja  lmencakup  lsiapa  lsaja  lyang  ldikategorikan  lsebagai  langkatan  

lkerja  ldan  lmereka  ljuga  lyang  lbukan  langkatan  lkerja,  lsedangkan  langkatan  lkerja  ladalah  ladalah  

lmereka  lyang  lbekerja  ldan  lyang  ltidak  lbekerja  l(pengangguran).
5

  l 

 Menurut  lMr.  lN.E.H  lVan  lEsveld  lburuh  ladalah  lorang  lyang  lbekerja  ldi  lbawah  lpimpinan  

lorang  llain.
6

  lMenurut  lkamus  lbesar  lbahasa  lIndonesia  lburuh  ladalah  lorang  lyang  lbekerja  luntuk  

lorang  llain  ldengan  lmendapatkan  lupah.  lSedangkan  lmenurut  lUndang-undang  lnomor  l13  ltahun  

                                                           
5

  lPayaman  lJ  lSimanjuntak,  lUndang-Undang  lYang  lBaru  lTentang  lSerikat  lPekerja/Serikat  lBuruh  l(Kantor  lPerburuhan  

lInternasional  l[ILO],  l2002). 

6
  lNiru  lAnita  lSinaga  land  lTiberius  lZaluchu,  l“Perlindungan  lHukum  lHak-Hak  lPekerja  lDalam  lHubungan  lKetenagakerjaan  lDi  

lIndonesia,”  lJurnal  lTeknologi  lIndustri  l6  l(2021). 



l2003  ltentang  lketenagakerjaan  lburuh  ladalah  lsetiap  lorang  lyang  lbekerja  ldengan  lmenerima  lupah  

latau  limbalan  ldalam  lbentuk  llain. 

 Buruh  ladalah  ltiap  lorang  lyang  lmelakukan  lpekerjaan  ldi  ldalam  lhubungan  lkerja  lguna  

lmenghasilkan  lbarang  latau  ljasa  luntuk  lmemenuhi  lkebutuhan  lmasyarakat.  lOrang  litu  ldisebut  lburuh  

lapabila  ldia  ltelah  lmelakukan  lhubungan  lkerja  ldengan  lmajikan.  lKalau  ltidak  lmelakukan  lhubungan  

lkerja  lmaka  ldia  lhanya  ltenaga  lkerja,  lbelum  ltermasuk  lburuh.  lIstilah  lpekerja  lmenurut  lmenurut  

lKamus  lBesar  lIndonesia  lmempunyai  ldefenisi  lyaitu  lorang  lyang  lbekerja  lpada  lpemerintah  latau  

lperusahaan. 

 Undang-Undang  lNomor  l13  ltahun  l2003  ltentang  lketenagakerjaan  lmenetapkan,  lbahwa  

lpengguna  latau  listilah  lpekerja  lselalu  ldibarengi  ldengan  listilah  ltersebut  lmemiliki  lmakna  lyang  

lsama.  lPasal  l1  lbutir  l3  lUndang-Undang  lNomor  l13  lTahun  l2003  ldijelaskan  lbahwa  lpekerja  lsetiap  

lorang  lyang  lbekerja  ldengan  lmenerima  lupah  latau  limbalan  ldalam  lbentuk  llain.  lDari  lpengertian  

ltersebut  ldapat  ldilihat  lbeberapa  lunsur  lyang  lmelekat  lyaitu  l: 

a. Setiap  lorang  lyang  lbekerja,  lbaik  langkatan  lkerja  lmaupun  lbukan  langkatan  lkerja  ltetapi  lharus  

lbekerja; 

b. Menerima  lupah  latau  limbalan  lsebagai  lbalas  ljasa  latas  lpelaksanaan  lpekerja  ltersebut. 

Sedangkan,  lpekerja  lmenurut  lKeputusan  lMenteri  lTenaga  lKerja  lNomor  l150  lTahun  l2000  

lmenetapkan  lbahwa  lpekerja  ladalah  ltenaga  lkerja  lyang  lbekerja  ldengan  lpengusaha  ldengan  

lmenerima  lupah.  lKonsep  lpekerja  lsebagaimana  ltertuang  ldalam  lketentuan  lPasal  l1  lbutir  l3  lUndang-

Undang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lyang  lmenjelaskan  lbahwa  lpekerja  ladalah  lorang  lyang  lbekerja  

ldengan  lmenerima  lupah  latau  limbalan  ldalam  lbentuk  llain. 

Dari  lpengertian  ldi  latas,  lkonsep  lpekerja  ladalah  lsetiap  lpekerja  latau  lsetiap  lburuh  lyang  lterkait  

ldalam  lhubungan  lkerja  ldengan  lorang  llain  latau  lmajikannya,  ljadi  lpekerja  ladalah  lmereka  lyang  ltelah  



lmemiliki  lstatus  lsebagai  lpekerja,  lstatus  ldiperoleh  lsetelah  ladanya  lhubungan  lkerja  ldengan  lorang  

llain.
7

  l 

 

B.  lTinjauan  lUmum  lTentang  lCipta  lKerja 

Cipta  lKerja  ladalah  lupaya  lpenciptaan  lkerja  lmelalui  lusaha  lkemudahan,  lperlindungan,  ldan  

lpemberdayaan  lkoperasi  ldan  lusaha  lmikro,  lkecil,  ldan  lmenengah,  lpeningkatan  lekosistem  linvestasi  

ldan  lkemudahan  lberusaha,  ldan  linvestasi  lPemerintah  lPusat  ldan  lpercepatan  lproyek  lstrategis  

lnasional.  lSepuluh  lruang  llingkup  lUU  lini  ladalah  lsebagai  lpeningkatan  lekosistem  linvestasi  ldan  

lkegiatan  lberusaha,  lketenagakerjaan,  lkemudahan,  lperlindungan,  lserta  lpemberdayaan  lKoperasi  

ldan  lUMK-M,  lkemudahan  lberusaha;,  ldukungan  lriset  ldan  linovasi,  lpengadaan  ltanah,  lkawasan  

lekonomi,  linvestasi  lPemerintah  lPusat  ldan  lpercepatan  lproyek  lstrategis  lnasional,  lpelaksanaan  

ladministrasi  lpemerintahan;  ldan  lpengenaan  lsanksi. 

Cipta  lKerja  ladalah  lupaya  lpenciptaan  lkerja  lmelalui  lusaha  lkemudahan,  lperlindungan,  ldan  

lpemberdayaan,  lusaha  lmikro,  lkecil,  ldan  lmenengah,  lpeningkatan  lekosistem  linvestasi  ldan  

lkemudahan  lberusaha,  ldan  linvestasi.  lPemerintah  lPusat  ldan  lpercepatan  lproyek  lstrategis  lnasional.  

lUsaha  lMikro,  lKecil,  ldan  lMenengah  lyang  lselanjutnya  ldisingkat  lUMK-M  ladalah  lusaha  lmikro,  

lusaha  lkecil,  ldan  lusaha  lmenengah  lsebagaimana  lyang  ldimaksud  ldalam  lUndang-Undang  ltentang  

lUsaha  lMikro,  lKecil,  ldan  lMenengah.  lPerizinan  lBerusaha  ladalah  llegalitas  lyang  ldiberikan  lkepada  

lPelaku  lUsaha  luntuk  lmemulai  ldan  lmenjalankan  lusaha  ldan/atau  lkegiatannya  lDalam  lrangka  

lmencapai  ltujuan  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam,  lUndang-Undang  lini  lmengatur  lmengenai  

lkebijakan  lstrategis  lCipta  lKerja  lKebijakan  lstrategis  lCipta  lKerja  lsebagaimana  ldimaksud  lyang  
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  lFirdaus,  lDina.  lPelaksanaan  lHukum  lPemutusan  lHubungan  lKerja  l(PHK)  lsecara  llisan  lterhadap  lPekerja  lPKWT  latau  lPKWTT  ldi  

lSektor  lPelayaran  loleh  lPT  lInternusa  lBahari  lPersada  lSuatu  lPutusan  lMahkamah  lAgung  lNomor  l52  lKPdt.  lSus-Phi2018. 

 



lmemuat  lkebijakan  lpenciptaan  latau  lperluasan  llapangan  lkerja  lmelalui  lpengaturan  lyang  lterkait  

ldengan: 

a.  lPeningkatan  lekosistem  linvestasi  ldan  lkegiatan  lberusaha. 

b.  lPeningkatan  lperlindungan  ldan  lkesejahteraan  lpekerja.  l 

c.  lKemudahan,  lpemberdayaan,  ldan  lperlindungan  lumkm  lserta  lperkoperasian 

d.Peningkatan  linvestasi  lpemerintah  ldan  lpercepatan  lproyek  lstrategis  lnasional. 

   lPenciptaan  llapangan  lkerja  lyang  ldilakukan  lmelalui  lpengaturan  lterkait  ldengan  lpeningkatan  

lperlindungan  ldan  lkesejahteraan  lpekerja  lsebagaimana  ldimaksud  lpaling  lsedikit  lmemuat  

lpengaturan  lmengenai  l: 

a.  lPerlindungan  lpekerja  luntuk  lpekerja  ldengan  lperjanjian  lwaktu  lkerja  ltertentu;  l 

b.  lPerlindungan  lhubungan  lkerja  latas  lpekerjaan  lyang  ldidasarkan  lalih  ldaya;  l 

c.  lPerlindungan  lkebutuhan  llayak  lkerja  lmelalui  lupah  lminimum;  l 

d.  lPerlindungan  lpekerja  lyang  lmengalami  lpemutusan  lhubungan  lkerja;  ldan  l 

e.  lKemudahan  lperizinan  lbagi  ltenaga  lkerja  lasing  lyang  lmemiliki  lkeahlian  l  l  l  l  l  l  l  l  ltertentu  lyang  

lmasih  ldiperlukan  luntuk  lproses  lproduksi  lbarang  latau  ljasa. 

Dalam  lrangka  lmendukung  lkebijakan  lstrategis  lCipta  lKerja  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  lPasal  l4  

layat  l(2)  ldiperlukan  lpengaturan  lmengenai:  l 

a.  lPelaksanaan  ladministrasi  lpemerintahan. 

b.  lPengawasan,  lpembinaan,  ldan  lpengenaan  lsanksi.
8
 

1.  lDasar  lHukum  lTentang  lCipta  lKerja  l 
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  lGAOL,  lL.,  l&  lPUTRA,  lJ.  l(2024).  lTINJAUAN  lYURIDIS  lTENTANG  lKOMPENSASI  lHAK  lPEKERJA  lKONTRAK  

lYANG  lDI  lPHK  lOLEH  lPERUSAHAAN  lSEBELUM  lMASA  lKONTRAK  lBERAKHIR  lMENURUT  lUU  lNO.  l6  lTAHUN  

l2023  lTENTANG  lCIPTA  lKERJA. 



 Yang  lmenjadi  ldasar  lhukum  ltentang  lcipta  lkerja  lyakni,  lUndang-Undang  lNomor  l2  lTahun  

l2022  lTentang  lCipta  lKerja.  lputusan  lMK  ltersebut,  lPemerintah  lterus  lmelaksanakan  lPenetapan  

lPerpu  lNomor  l2  lTahun  l2022  ltentang  lCipta  lKerja  lMenjadi  lUU.  lMelalui  lpelaksanaan  ltersebut  

ldiharapkan  ldapat  lmendorong  lperluasan  llapangan  lkerja  lmelalui  lkemudahan,  lperlindungan,  ldan  

lpemberdayaan  lkoperasi  ldan  lUMKM,  lmeningkatkan  lekosistem  linvestasi,  lmempercepat  lproyek  

lstrategis  lnasional,  lmeningkatkan  lperlindungan  ldan  lkesejahteraan  lpekerja,  lserta  lmemperkuat  

lperekonomian  lnasional  ldalam  lmenghadapi  lsituasi  lperekonomian  lglobal  lmendatang.
9
 

   lPengesahan  lRancangan  lUU  lOmnibus  lLaw  lCipta  lKerja  ljadi  lsorotan  lbanyak  lkalangan.  

lPoin-poin  ldalam  lOmnibus  lLaw  lRUU  lCipta  lKerja  lini  lpun  lkini  lsudah  ldisetujui  loleh  langgota  

lDPR.  lSeperti  ldiketahui,  lDewan  lPerwakilan  lRakyat  l(DPR)  ltelah  lmengesahkan  lRancangan  

lUndang-Undang  lCipta  lKerja  lpada  l5  lOktober  l2020,  lmeski  ldalam  lproses  lpembahasan  lantara  

lpemerintah  ldengan  lparlemen  ldiiringi  lprotes.  lPun  lsetelah  ldisahkan  loleh  ldewan.  lPada  lprosesnya,  

lRUU  lyang  lkemudian  lmenjadi  lUU  lNomor  l11  lTahun  l2020  ltentang  lCipta  lKerja  lini  lini  ldinyatakan  

linkonstitusional  lbersyarat  loleh  lMahkahmah  lKonstitusi  l(MK).  lSebagai  lpenggantinya,  lPresiden  

lJoko  lWidodo  lpada  l30  lDesember  l2022  llalu  lmengesahkan  lPeraturan  lPemerintah  lPengganti  

lUndang-Undang  l(Perppu)  lNomor  l2  lTahun  l2022  ltentang  lCipta  lKerja  lsebagai  lpengganti  lUU  

lCipta  lKerja  l2020.  lSelang  lbeberapa  lbulan,  lpada  ltanggal  l21  lMaret  l2023,  lDPR  lmelalui  lRapat  

lParipurna  lakhirnya  lsecara  lresmi  lmenyetujui  lpenggantian  lPerppu  lCipta  lKerja  lmenjadi  lUndang-

Undang  l(UU)  lCipta  lKerja.
10

 

 Undang-Undang  l(Perppu)  lNomor  l2  lTahun  l2022  ltentang  lCipta  lKerja  lsebagai  lpengganti  

lUU  lCipta  lKerja  l2020.  lSelang  lbeberapa  lbulan,  lpada  ltanggal  l21  lMaret  l2023,  lDPR  lmelalui  lRapat  
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lParipurna  lakhirnya  lsecara  lresmi  lmenyetujui  lpenggantian  lPerppu  lCipta  lKerja  lmenjadi  lUndang-

Undang  l(UU)  lCipta  lKerja.
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 Omnibus  lLaw  ladalah  lsebuah  lkonsep  lyang  lmenggabungkan  lsecara  lresmi  l(amandemen)  

lbeberapa  lperaturan  lperundang-undangan  lmenjadi  lsatu  lbentuk  lUndang-undang  lbaru.  lIni  

ldilakukan  luntuk  lmengatasi  ltumpang  ltindih  lregulasi  ldan  lmemangkas  lmasalah  ldalam  lbirokrasi,  

lyang  ldinilai  lmenghambat  lpelaksanaan  ldari  lkebijakan  lyang  ldiperlukan.  lKonsep  lomnibus  llaw  

latau  ljuga  ldikenal  ldengan  lomnibus  lbill  lsendiri  lumumnya  ldigunakan  ldi  lnegara  lyang  lmenganut  

lsistem  lcommon  llaw,  lseperti  lAmerika  lSerikat  ldalam  lmembuat  lregulasi.  lJadi,  lUU  lOmnibus  lLaw  

lCipta  lKerja  lartinya  lUU  lbaru  lyang  lmenggabungkan  lregulasi  ldan  lmemangkas  lbeberapa  lpasal  ldari  

lundangundang  lsebelumnya  ltermasuk  lpasal  ltentang  lketenagakerjaan  lmenjadi  lperaturan  

lperundang-undangan  lyang  llebih  lsederhana.  lDengan  ladanya  lUU  lOmnibus  lLaw  lCipta  lKerja  lini,  

lmaka  lUU  lNomor  l13  lTahun  l2003  ltentang  lKetenagakerjaan  l(UU  lKetenagakerjaan)  ltidak  lberlaku  

llagi.
12

 

 

2.  lFungsi  lUndang-Undang  lCipta  lKerja 

 Arif  lBudimanta,  lSekretaris  lSatgas  lUU  lCipta  lKerja,  lmengatakan  lbahwa  lUU  lCipta  lKerja  

ltelah  ldinyatakan  lsah  lsecara  lkonstitusional  loleh  lMahkamah  lKonstitusi.  lAtas  ldasar  litu,  

lpemerintah  lakan  lterus  lmensosialisasikan  lUndang-Undang  lini  lkepada  lmasyarakat  lluas.  lTujuan  

lakhirnya  ladalah  luntuk  lmenciptakan  lsatu  lkondisi  lyang  lada  ldalam  lspirit  lPancasila,  ldengan  lmelalui  

lmusyawarah  lmufakat  ldan  lmeaningful  lparticipation,  lUU  lCipta  lKerja  ltidak  lhanya  lbagi  lsatu  

lgolongan,  ltetapi  lmelibatkan  lberbagai  lpihak  lmulai  ldari  lpelaksana  lseperti  llembaga  lkeuangan  ldan  
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lUMKM  luntuk  lmengakses  llayanan  ltersebut.  lAktivitas  lusaha  lpun  ltidak  lterbatas  lpada  lPerseroan  

lTerbatas  lsaja,  ltetapi  ljuga  lada  lperseroan  lperorangan  ldan  lkoperasi  lmelalui  lusaha  lmikro  lkecil  ldan  

lmenengah.  lDalam  lsesi  lakhir  lsambutan,  lArif  lmenegaskan  lbahwa  lQuo  lVadis  lUU  lCipta  lKerja  

lsejalan  ldengan  ltujuan  lutamanya  lyaitu  lmembangun  lkesempatan  lkerja  lyang  lluas  ldengan  lperluasan  

lekonomi  lusaha,  lmemberdayakan  lUMKM,  lserta  laspek  lkeberlanjutan  lterhadap  llingkungan  lyang  

lsesuai  ldengan  lPancasila.  lBahwa  lUU  lCipta  lKerja  lperlu  ldidukung  lkarena  ldapat  lmendorong  

lpertumbuhan  lekonomi  lIndonesia.  lUU  lCipta  lKerja  ladalah  lupaya  luntuk  lmenciptakan  lkemitraan  

lyang  lsetara  lberdasarkan  lPancasila. 

 Dalam  lkesempatannya,  lwalaupun  lUU  lCipta  lKerja  lsudah  lsah  lsecara  lkonstitusional,  

lpemerintah  lperlu  lmelakukan  lupaya  luntuk  lmemperkecil  lkontroversi  ldan  lprotes  lterhadap  lUndang-

Undang  ltersebut
13

.  lUpaya  lyang  lbisa  ldilakukan  ladalah  ldialog  lterbuka,  lsosialisasi  lyang  llebih  lbaik,  

lserta  lpengawasan  ldan  levaluasi  lberkelanjutan.  lLebih  llanjut,  lkeunggan  lUU  lCipta  lKerja  

ldibandingkan  ldengan  lUU  lKetenagakerjaan  lsebelumnya,  lyaitu  lpeningkatan  ldaya  lsaing  lekonomi,  

lfleksibilitas  lbagi  lpekerja  ldan  lpengusaha,  lkemudahan  lproses  lbisnis,  lserta  lpemberdayaan  ldesa  ldan  

ldaerah.  lSementara  litu,  lBambang  lShergi  lLaksmono,  lGuru  lBesar  lUniversitas  lIndonesia,  

lmengatakan  lbahwa  lUU  lCipta  lKerja  lperlu  ldidukung  loleh  lpenguatan  lsistem  lpelayanan  

lketenagakerjaan  ldan  lsistem  ljaminan  lsosial.  lIndonesia  ltengah  lmengalami  ltransformasi.  lSpirit  ldari  

lUU  lCK  luntuk  lmemungkinkan  lpasar  lbekerja  lmaksimal.  lKarpet  lMerah  ldalam  lkonteks  lUU  lCipta  

lKerja  ladalah  lmemiliki  lnilai  ldisrupsi  llegislasi,  lmembawa  lmisi  latau  lorientasi  lkepada  lkemudahan  

lberusaha,  lreformasi  lbirokrasi  ladministrasi  lpemerintahan,  ldan  lpro  lpembangunan. 

 

C.  lTinjauan  lUmum  lTentang  lHak  ldan  lKewajiban  lPekerja  l 
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1.  lPerjanjian  lKerja 

 Perjanjian  lkerja  lmerupakan  lsalah  lsatu  lturunan  ldasri  lperjanjian  lyang  ldimana  lmasing-

masing  lmemiliki  lciri  lkhusus  lyang  lmembedakan  ldengan  lyang  llainya,  lyang  lkeseluruhan  lbentuk  

lperjanjian  lharus  lmemiliki  lasas  lhukum,  lsahnya  lsuatu  lperjanjian,  lsubjek  lserta  lobyek  lyang  

ldiperjanjikan.  lDalam  lsebuah  lsyarat  lberkontrak  lmasing-masing  lpihak  lharus  lmemenuhi  lantara  lhak  

ldan  lkewajiban  lyang  ltercantum  ldalam  lasas  lkebebasaan  lberkontrak  lyang  lsering  lkita  lkenal  ldengan  

listilah  l(idea  lof  lfreedom  lof  lcontract)  lyaitu  lseberapa  ljauh  lpihak-pihak  ldapat  lmengadakan  

lperjanjian,  lhubungan-hubungan  lapa  lyang  lterjadi  lantara  lmereka  ldalam  lperjanjian  lserta  lseberapa  

ljauh  lhukum  lmengatrur  lhubungan  lkedua  lbelah  lpihak. 

1.1  lPengertian  lPerjanjian  lKerja 

   lPengertian  lperjanjian  lkerja  lmenurut  lUndang  lUndang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  

lKetenagakerjaan  lsifatnya  llebih  lumum,  lkarena  lmenunjuk  lhubungan  lantara  lpekerja  ldan  

lpengusaha  lyang  lmemuat  lsyarat-syarat  lkerja,  lhak  ldan  lkewajiban  lpara  lpihak.  lPerjanjian  lkerja  

lberdasarkan  lUndang-Undang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  lKetenagakerjaan  ltidak  

lmenyebutkan  lbentuk  lperjanjian  lkerja  litu  llisan  latau  ltertulis,  ldemikian  ljuga  lmengenai  ljangka  

lwaktunya  lditentukan  latau  ltidak  lsebagaimana  lsebelumnya  ldiatur  ldalam  lUU  lNo.  l25  lTahun  l1997  

lTentang  lKetenagakerjaan.  lPemahaman  ltentang  lkontrak  lkerja,  lmenurut  lSalim  lH.S,  lmengacu  

lpada  ljanji  lantara  ldua  lpihak  luntuk  lmelaksanakan  lsuatu  ltindakan.  lSesuai  ldengan  lBurgelijk  

lWetboek  lpasal  l1313,  lperjanjian  lmerupakan  lsuatu  lperbuatan  ldi  lmana  lsatu  latau  llebih  lpihak  

lmengikatkan  ldirinya  lterhadap  lpihak  llain.  lNamun,  lkenyataannya,  lterdapat  lkesenjangan  lantara  

lketentuan  lhukum  ldan  limplementasinya  ldi  lIndonesia,  lyang  ldapat  lmenyebabkan  lkerugian  lbagi  

lpekerja.  lPengakhiran  lhubungan  lkerja  latau  lPHK  ldapat  lterjadi  lkarena  lberbagai  lalasan  lyang  ldiatur  

ldalam  lperaturan  lpemerintah,  lseperti  lpenggabungan  ldan  lpemisahan  lperusahaan,  lkehilangan  



lkontak  lpekerja,  lpelanggaran  lketentuan  lkerja,  lkerugian  lberkelanjutan  lhingga  lkebangkrutan  

lperusahaan,  ldan  lkondisi  lkesehatan  lpekerja.  lDengan  ldemikian,  lperlindungan  lhukum  lbagi  lpekerja  

ldalam  lhal  lperjanjian  lkerja  lmenjadi  lsangat  lpenting  luntuk  lmencegah  ldampak  lnegatif  lyang  

lmungkin  ltimbul  lakibat  limplementasi  lyang  ltidak  lsesuai  ldengan  lketentuan  lyang  lberlaku.
14

  l 

1.2  lUnsur-Unsur  lDalam  lPerjanjian  lKerja  l  l 

 Berdasarkan  lpengertian  lperjanjian  lkerja  ldiatas,  ldapat  lditarik  lbeberapa  lunsur  ljanjian  lkerja,  

lyakni:  l 

a.  lAdanya  lUnsur  lWork  latau  lPekerjaan  l 

 Dalam  lsuatu  lperjanjian  lkerja  lharus  lada  lpekerjaan  lyang  ldiperjanjikan  l(objek  lperjanjian),  

lpekerjaan  ltersebut  lharuslah  ldilakukan  lsendiri  loleh  lpekerja,  lhanya  ldengan  lseizin  lmajikan  ldapat  

lmenyuruh  lorang  llain.  lHal  lini  ldijelaskan  ldalam  lKUH  lPerdata  lPasal  l1603  la  lyang  lberbunyi  l“buruh  

lwajib  lmelakukan  lsendiri  lpekerjaannya;  lhanya  ldengan  lseizin  lmajikania  ldapat  lmenyuruh  lorang  

lketiga  lmenggantikannya”.  lSifat  lpekerjaan  lyang  ldilakukan  loleh  lpekerja  litu  lsangat  lpribadi  lkarena  

lbersangkutan  lketrampilan/keahliannya,  lmaka  lmenurut  lhukum  ljika  lpekerja  lmeninggal  ldunia  

lmaka  lperjanjian  lkerja  ltersebut  lputus  ldemi  lhukum. 

b.  lAdanya  lUnsur  lPerintah 

 Manifestasi  ldari  lpekerjaan  lyang  ldiberikan  lkepada  lpekerja  loleh  lpengusaha  ladalah  lpekerja  

lyang  lbersangkutan  lharus  ltunduk  lpada  lperintah  lpengusaha  luntuk  lmelakukan  lpekerjaan  lsesuai  

ldengan  lyang  ldiperjanjikan.  lDi  lsinilah  lperbedaan  lhubungan  lkerja  ldengan  lhubungan  llainnya. 

c.  lAdanya  lUnsur  lUpah  l 
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 Upah  lmemegang  lperanan  lpenting  ldalam  lhubungan  lkerja,  lbahkan  ldapat  ldikatakan  lbahwa  

ltujuan  lutama  lorang  lbekerja  lpada  lpengusaha  ladalah  luntuk  lmemperoleh  lupah.  lSehingga  ljika  ltidak  

lunsur  lupah,  lmaka  lsuatu  lhubungan  ltersebut  lbukan  lmerupakan  lhubungan  lkerja. 

d.  lWaktu  lkerja  lsangat  lpenting  l 

   lArtinya  lkomposisi  ldan  ltangung  ljawab  ldari  lperkerja  ltersebut  ldiketahui  ldari  ljam  lberapa  

lsampai  lke  ljam  lberapa  latau  lberapa  ljam  ldalam  lsehari  lwajib  ldilaksanakan.  lPelaksanaan  lpekerjaan  

ltersebut  lharus  lsesuai  ldengan  lperjanjian,  ltidak  lboleh  lsesuka  lhati  lsipekerja  ltersebut. 

1.3  lSyarat  lSahnya  lPerjanjian  lKerja  l 

 Sebagai  lbagian  ldari  lperjanjian  lpada  lumumnya,  lperjanjian  lkerja  lharus  lmemenuhi  lsyarat  

lsahnya  lperjanjian  lsebagaimana  ldiatur  ldalam  lPasal  l1320  lKUHPerdata  ldan  ljuga  lpada  lPasal  l1  

langka  l14  lJo  lPasal  l52  layat  l1  lUndang  lUndang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  lKetenagakerjaan,  

ldefinisi  lperjanjian  lkerja  ladalah  lperjanjian  lantara  lpekerja/buruh  ldengan  lpengusaha  latau  lpemberi  

lkerja  lyang  lmemuat  lsyarat-syarat  lkerja,  lhak  ldan  lkewajiban  lpara  lpihak.  lDalam  lPasal  l52  layat  l1  

l(satu)  lmenyebutkan  lbahwa  lperjanjian  lkerja  ldibuat  latas  ldasar  l: 

 a.  lKesepakatan  lkedua  lbelah  lpihak;  l 

 b.  lKemampuan  latau  lkecakapan  lmelakukan  lperbuatan  lhukum;  l 

 c.  lAdanya  lpekerjaan  lyang  ldiperjanjikan;  ldan  l 

 d.  lPekerjaan  lyang  ldiperjanjikan  ltidak  lbertentangan  ldengan  lketertiban  lumum,  lkesusilaan,  

ldan  lperaturan  lperundang-undangan  lyang  lberlaku. 

 Perjanjian  lkerja  lyang  ldibuat  loleh  lpara  lpihak  lyang  lbertentangan  ldengan  lketentuan  

lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  layat  l(1)  lhuruf  la  ldan  lb  ldapat  ldibatalkan.  lPerjanjian  lkerja  lyang  

ldibuat  loleh  lpara  lpihak  lyang  lbertentangan  ldengan  lketentuan  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  layat  

l(1)  lhuruf  lc  ldan  ld  lbatal  ldemi  lhukum.  lAdanya  lpekerjaan  lyang  ldiperjanjikan,  ldalam  listilah  lPasal  



l1320  lKUHPerdata  ladalah  lhal  ltertentu.  lPekerjaan  lyang  ldiperjanjikan  lmerupakan  lobjek  ldari  

lperjanjian.  lObjek  lperjanjian  lharuslah  lyang  lhalal  lyakni  ltidak  lboleh  lbertentangan  ldengan  lundang-

undang,  lketertiban  lumum  ldan  lkesusilaan.  lSyarat  lkemauan  lbebas  lkedua  lbelah  lpihak  ldan  

lkemampuan  latau  lkecakapan  lkedua  lbelah  lpihak  ldalam  lmembuat  lperjanjian  ldalam  lhukum  lperdata  

ldisebut  lsebagai  lsyarat  lsubjektif  lkarena  lmenyangkut  lmengenai  lorang  lyang  lmembuat  lperjanjian. 

1.4  lBentuk  lPerjanjian  lKerja  l 

 Perjanjian  lkerja  ldapat  ldibuat  ldalam  lbentuk  llisan  ldan/  latau  ltertulis  l(Pasal  l51  layat  l1  lUndang  

lUndang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  lKetenagakerjaan).  lSecara  lnormatif  lbentuk  ltertulis  

lmenjamin  lkepastian  lhak  ldan  lkewajiban  lpara  lpihak,  lsehingga  ljika  lterjadi  lperselisihan  lakan  lsangat  

lmembantu  lproses  lpembuktian.  lDalam  lPasal  l54  lUndang  lUndang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  

lKetenagakerjaan  lmenyebutkan  lbahwa  lperjanjian  lkerja  lyang  ldibuat  lsecara  ltertulis  lsekurang-

kurangnya  lmembuat  lketerangan: 

a)  lNama,  lalamat  lperusahaan  ldan  ljenis  lusaha. 

b)  lNama,  ljenis  lkelamin,  lumur  ldan  lalamat  lpekerja/buruh. 

c)  lJabatan  latau  ljenis  lpekerjaan. 

d)  lTempat  lpekerjaan. 

e)  lBesarnya  lupah  ldan  lcara  lpembayarannya. 

f)  lSyarat-syarat  lkerja  lyang  lmemuat  lhak  ldan  lkewajiban  lpengusaha  ldan  lpekerja/buruh;  l 

g).  lMulai  ldan  ljangka  lwaktu  lberlakunya  lperjanjian  lkerja;  l 

  l  l  l  l  lh).Tempat  ldan  ltanggal  lperjanjian  ldibuat;  ldan  lTanda  ltangan  lpara  lpihak  ldalam  lperjanjian  lkerja.  

l  l 

 Berdasarkan  lPasal  l56  lUndang  lUndang  lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  lKetenagakerjaan,  

lterdapat  l2  l(dua)  ljenis  lperjanjian  lkerja,  lyaitu  lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTertentu  l(PKWT)  ldan  

lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTidak  lTertentu  l(“PKWTT”). 



1.5  lJenis  lPerjanjian  lKerja 

 Dalam  lPasal  l56  lundang-undang  lnomor  l6  ltahun  l2023  lmenyebutkan  lbahwa:  l 

a.  lPerjanjian  lKerja  ldibuat  luntuk  lwaktu  ltertentu  latau  luntuk  lwaktu  ltidak  ltertentu.  l 

b.  lPerjanjian  lkerja  lwaktu  ltertentu  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  ldidasarkan  l  l  l  l  l  l  l  l jangka  

lwaktu;  latau  lselesainya  lsuatu  lpekerjaan  ltertentu.  l 

c.  lJangka  lwaktu  latau  lselesainya  lsuatu  lpekerjaan  ltertentu  lsebagaimana  ldimaksud  l  l pada  layat  l(2)  

lditentukan  lberdasarkan  lPerjanjian  lKerja.  l 

d.  lKetentuan  llebih  llanjut  lmengenai  lperjanjian  lkerja  lwaktu  ltertentu  l berdasarkan  l jangka  lwaktu  

latau  lselesainya  lsuatu  lpekerjaan  ltertentu  ldiatur  ldalam  lPeraturan  l   l  l  l Pemerintah.
15

 

 Perjanjian  lkerja  lwaktu  ltertentu  ltidak  ldapat  ldiadakan  luntuk  lpekerjaan  lyang  lbersifat  ltetap.  

lPerjanjian  lkerja  lwaktu  ltertentu  lyang  ltidak  lmemenuhi  lketentuan  lsebagaimana  ldimaksud  ldemi  

lhukum  lmenjadi  lperjanjian  lkerja  lwaktu  ltidak  ltertentu.  lKetentuan  llebih  llanjut  lmengenai  ljenis  ldan  

lsifat  latau  lkegiatan  lpekerjaan,  ljangka  lwaktu,  ldan  lbatas  lwaktu  lperpanjangan  lperjanjian  lkerja  

lwaktu  ltertentu  ldiatur  ldalam  lPeraturan  lPemerintah.  

 Masa  lpercobaan  ladalah  lmasa  latau  lwaktu  luntuk  lmenilai  lkinerja,  lkesungguhan  ldan  lkeahlian  

lseorang  lpekerja.  lLama  lmasa  lpercobaan  ladalah  l3  l(tiga)  lbulan,  ldalam  lmasa  lpercobaan  lpengusaha  

ldapat  lmengakhiri  lhubungan  lkerja  lsecara  lsepihak.  lKetentuan  lyang  ltidak  lmembolehkan  ladanya  

lmasa  lpercobaan  ldalam  lperjanjian  lkerja  luntuk  lwaktu  ltertentu  lkarena  lperjanjian  lkerja  lberlansung  

lrelative  lsingkat.  lDalam  lhal  lini  lpengusaha  ldilarang  lmembayar  lupah  ldibawah  lupah  lminimum  

lyang  lberlaku. 
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  lPasal  l56  lUndang-undan  lnomor  l6  ltahun  l2023  lTentang  lCipta  lKerja 



1.  lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTertentu  l(PKWT) 

 Pengertian  lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTertentu  l(“PKWT”)  ladalah  lperjanjian  lkerja  lantara  

lpekerja/buruh  ldengan  lpengusaha  luntuk  lmengadakan  lhubungan  lkerja  ldalam  lwaktu  ltertentu  latau  

luntuk  lpekerjaan  ltertentu  latau  luntuk  lpekerjaan  ltertentu  lyang  lbersifat  lsementara.
16

  lBerdasarkan  

lketentuan  lyang  ldimaksud,  lmaka  ljelaslah  lbahwa  lperjanjian  lkerja  luntuk  lwaktu  ltertentu  ltidak  ldapat  

ldiadakan  luntuk  lpekerjaan  lyang  lbersifat  ltetap.  lSesuai  ldalam  lPasal  l59  layat  l1  lUndang  lUndang  

lNomor  l13  lTahun  l2003  lTentang  lKetenagakerjaanmenyebutkan  lbahwa  lperjanjian  lkerja  luntuk  

lwaktu  ltertentu  l(kontrak)  lhanya  ldapat  ldibuat  luntuk  lpekerjaan  ltertentu  lyang  lmenurut  ljenis  ldan  

lsifat  latau  lkegiatan  lpekerjaannya  lakan  lselesai  ldalam  lwaktu  ltertentu,  lyakni  l: 

a.  lPekerjaan  lyang  lsekali  lselesai  latau  lyang  lsementara  lsifatnya. 

  l  lb.Pekerjaan  lyang  ldiperkirakan  lpenyelesaiannya  ldalam  lwaktu  lyang  ltidak  lterlalu  llama  ldan  lpaling  

llama  l3  l(tiga)  ltahun;  lPekerjaan  lyang  lbersifat  lmusiman.  l 

c.Pekerjaan  lyang  lberhubungan  ldengan  lproduk  lbaru,  lkegiatan  lbaru,  latau  lproduk  ltambahan  lyang  

lmasih  ldalam  lpercobaan  latau  lpenjajakan. 

2.  lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTidak  lTertentu  l(PKWTT) 

 Pengertian  lPerjanjian  lKerja  lWaktu  lTidak  lTertentu  l(“PKWTT”)  ladalah  lperjanjian  lkerja  

lantara  lpekerja/buruh  ldengan  lpengusaha  luntuk  lmengadakan  lhubungan  lkerja  lyang  lbersifat  

ltetap.PKWTT  ldapat  ldibuat  lsecara  ltertulis  lmaupun  lsecara  llisan  ldan  ltidak  lwajib  lmendapatkan  

lpengesahan  ldari  linstansi  lketenagakerjaan  lterkait.  lJika  lPKWTT  ldibuat  lsecara  llisan,  lmaka  

lklausul-klausul  lyang  lberlaku  ldi  lantara  lmereka  l(antara  lpengusaha  ldengan  lpekerja)  ladalah  

lklausul-klausul  lsebagaimana  lyang  ldi  latur  ldalam  lUU  lKetenagakerjaan.  lPKWTT  ldapat  
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  lKeputusan  lMenteri  lTenaga  lKerja  ldan  lTransmigrasi  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l 

KEP.100/MEN/VI/2004,Pasal  l1,  langka  l1 



lmensyaratkan  lmasa  lpercobaan  lkerja  lpaling  llama  l3  l(tiga)  lbulan.
17

  l    

2.  lPerlindungan  lHukum  lTerhadap  lPekerja  l 

2.1  lPengertian  lPerlindungan  lHukum 

 Perlindungan  lhukum  ladalah  lmemberikan  lpengayoman  lkepada  lhak  lasasi  lmanusia  lyang  

ldirugikan  lorang  llain  ldan  lperlindungan  ltersebut  ldiberikan  lkepada  lmasyarakat  lagar  lmereka  ldapat  

lmenikmati  lsemua  lhak  l-  lhak  lyang  ldiberikan  loleh  lhukum  latau  ldengan  lkata  llain  lperlindungan  

lhokum  ladalah  lberbagai  lupaya  lhukum  lyang  lharus  ldiberikan  loleh  laparat  lpenegak  lhukum  luntuk  

lmemberikan  lrasa  laman,baik  lsecara  lpikiran  lmaupun  lfisik  ldari  lgangguan  ldan  lberbagai  lancaman  

ldari  lpihak  lmanapun.
18

 

 Perlindungan  lhukum  lmerupakan  lsalah  lsatu  lhal  lterpenting  ldari  lunsur  lsuatu  lnegara  lhukum.  

lDianggap  lpenting  lkarena  ldalam  lpembentukan  lsuatu  lnegara  lakan  ldibentuk  lpula  lhukum  lyang  

lmengatur  ltiap-tiap  lwarga  lnegaranya.
19

  lPerlindungan  lhukum  ladalah  lsuatu  lperlindungan  lyang  

ldiberikan  lkepada  lsubyek  lhukum  lke  ldalam  lbentuk  lperangkat  lbaik  lyang  lbersifat  lpreventif  lmaupun  

lyang  lbersifat  lrepresif,  lbaik  lyang  llisan  lmaupun  lyang  ltertulis.  lDengan  lkata  llain  ldapat  ldikatakan  

lbahwa  lperlindungan  lhukum  lsebagai  lsuatu  lgambaran  ltersendiri  ldari  lfungsi  lhukum  litu  lsendiri,  

lyang  lmemiliki  lkonsep  lbahwa  lhukum  lmemberikan  lsuatu  lkeadilan,  lketertiban,  lkepastian,  

lkemanfaatan  ldan  lkedamaian.
20

  lDisamping  litu  lhokum  ljuga  lberfungsi  lsebagai  linstrument  

lperlindungan  lbagi  lsubyek  lhukum. 

2.2  lJenis  lPerlindungan  lHukum  l 
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  lpercobaan  lpengusaha  lwajib  lmembayar  lupah  lpekerja  ldan  lupah  ltersebut  ltidak  lboleh  llebih  lrendah  ldari  

lupah  lminimum  lyang  lberlaku. 

18
  lSatjipto  lRahardjo.  lLoc  lCit.  lhlm.  l74 

19
  lWirjo  lProdjodikoro,  lAsas-Asas  lHukum  lPerdata,  l(Bandung:  lPenerbit  lSumur  lBandung,  l1983),  lhal.  l79. 

20
  lRidwan  lHR,  lHukum  lAdministrrasi  lNegara,  l(Jakarta:  lPT.  lRaja  lGrafindo  lPersada,  l2013,  lhal.  l265 



 Menurut  lPhilipus  lM.  lHadjon,  lbahwa  lsarana  lperlindungan  lHukum  lada  ldua  lmacam,  lyaitu: 

1.  lSarana  lPerlindungan  lHukum  lPreventif 

 Pada  lperlindungan  lhukum  lpreventif  lini,  lsubyek  lhukum  ldiberikan  lkesempatan  luntuk  

lmengajukan  lkeberatan  latau  lpendapatnya  lsebelum  lsuatu  lkeputusan  lpemerintah  lmendapat  lbentuk  

lyang  ldefinitive.  lTujuannya  ladalah  lmencegah  lterjadinya  lsengketa.  lPerlindungan  lhukum  lpreventif  

lsangat  lbesar  lartinya  lbagi  ltindak  lpemerintahan  lyang  ldidasarkan  lpada  lkebebasan  lbertindak  lkarena  

ldengan  ladanya  lperlindungan  lhukum  lyang  lpreventif  lpemerintah  lterdorong  luntuk  lbersifat  lhati-

hati  ldalam  lmengambil  lkeputusan  lyang  ldidasarkan  lpada  ldiskresi.  lDi  lIndonesia  lbelum  lada  

lpengaturan  lkhusus  lmengenai  lperlindungan  lhukum  lpreventif. 

2.  lSarana  lPerlindungan  lHukum  lRepresif 

 Perlindungan  lhukum  lyang  lrepresif  lbertujuan  luntuk  lmenyelesaikan  lsengketa.  lPenanganan  

lperlindungan  lhukum  loleh  lPengadilan  lUmum  ldan  lPengadilan  lAdministrasi  ldi  lIndonesia  

ltermasuk  lkategori  lperlindungan  lhukum  lini.  lPrinsip  lperlindungan  lhukum  lterhadap  ltindakan  

lpemerintah  lbertumpu  ldan  lbersumber  ldari  lkonsep  ltentang  lpengakuan  ldan  lperlindungan  lterhadap  

lhak-hak  lasasi  lmanusia  lkarena  lmenurut  lsejarah  ldari  lbarat,  llahirnya  lkonsep-konsep  ltentang  

lpengakuan  ldan  lperlindungan  lterhadap  lhak-hak  lasasi  lmanusia  ldiarahkan  lkepada  lpembatasan-

pembatasan  ldan  lpeletakan  lkewajiban  lmasyarakat  ldan  lpemerintah.  lPrinsip  lkedua  lyang  lmendasari  

lperlindungan  lhukum  lterhadap  ltindak  lpemerintahan  ladalah  lprinsip  lnegara  lhukum.  lDikaitkan  

ldengan  lpengakuan  ldan  lperlindungan  lterhadap  lhak-hak  l 

asasi  lmanusia,  lpengakuan  ldan  lperlindungan  lterhadap  lhak-hak  lasasi  lmanusia  lmendapat  ltempat  

lutama  ldan  ldapat  ldikaitkan  ldengan  ltujuan  ldari  lnegara  lhukum. 

2.3.  lPerlindungan  lHukum  lTerhadap  lPekerja 



 Secara  lyuridis  lPasal  l5  lUndang-Undang  lNomor  l13  lTahun  l2003  ltentang  lKetenagakerjaan  

lmemberikan  lperlindungan  lbahwa  lsetiap  ltenaga  lkerja  lberhak  ldan  lmempunyai  lkesempatan  lyang  

lsama  luntuk  lmemperoleh  lpekerjaan  ldan  lpenghidupan  lyang  llayak  ltanpa  lmembedakan  ljenis  

lkelamin,  lsuku,  lras,  lagama,  ldan  laliran  lpolitik  lsesuai  ldengan  lminat  ldan  lkemampuan  ltenaga  lkerja  

lyang  lbersangkutan,  ltermasuk  lperlakuan  lyang  lsama  lterhadap  lpara  lpenyandang  lcacat.  lSedangkan  

lPasal  l6  lmewajibkan  lkepada  lpengusaha  luntuk  lmemberikan  lhak  ldan  lkewajiban  lpekerja/buruh  

ltanpa  lmembedakan  ljenis  lkelamin,  lsuku,  lras,  lagama,  lwarna  lkulit,  ldan  laliran  lpolitik.
21

 

 Menurut  lAbdul  lKhakim,  lPerlindungan  ltenaga  lkerja  ldapat  ldiklasifikasikan  lmenjadi  ltiga  

lmacam  lyaitu: 

1.  lPerlindungan  lsecara  lekonomis,  lyaitu  lperlindungan  l 

  l  l  l  lpekerja  ldalam  lbentuk  lpenghasilan  lyang  lcukup,  ltermasuk  lbila  ltenaga  lkerja  ltidak  l  l  l  l bekerja  

ldiluar  lkehendaknya.  l 

2.  lPerlindungan  lsosial,  lyaitu  lperlindungan  ltenaga  lkerja  ldalam  lbentuk  ljaminan  l kesehatan  

lkerja,  ldan  lkebebasan  lberserikat  ldan  lperlindungan  lhak  luntuk  l berorganisasi.  l 

3.  lPerlindungan  lteknis,  lyaitu  lperlindungan  ltenaga  lkerja  ldalam  lbentuk  lkeamanan  l dan  

lkeselamatan.  lSelain  lperlindungan  ltenaga  lkerja  ldi  latas,  lterdapat  lperlindungan  l lain  lterhadap  

lpekerja  lyaitu  l:  l 

a.  lNorma  lKeselamatan  lKerja,  lmeliputi  lkeselamatan  lkerja  lyang  lbertalian  ldengan  lmesin,  lalat-alat  

lkerja  lbahan  ldan  lproses  lpengerjaan,  lkeadaan  l  l  ltempat  lkerja,  llingkungan  lserta  lcara  lmelakukan  

lpekerjaan.  l 
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  lAbdul  lKhakim,  lPengantar  lHukum  lKetenagakerjaan  lIndonesia,  l(Bandung:  lPT.  lCitra  lAditya  lBakti,  l2003),  lhal.  

l34 



  lb.  lNorma  lkesehatan  lkerja  ldan  lhigiene  lkesehatan  lperusahaan,  lyang  lmeliputi  lpemeliharaan  ldan  

lpeningkatan  lkeselamatan  lpekerja,  lpenyediaan  lperawatan  lmedis  lbagi  lpekerja,  ldan  lpenetapan  

lstandar  lkesehatan  lkerja.  l 

 c.  lNorma  lkerja,  lberupa  lperlindungan  lhak  ltenaga  lkerja  lsecara  lumum  lbaik  l sistem  

lpengupahan,  lcuti,  lkesusilaan,  ldan  lreligius  ldalam  lrangka  l memelihara  lkinerja  lpekerja.  l 

 d.  lNorma  lkecelakaan  lkerja,  lberupa  lpemberian  lganti  lrugi  lperawatan  latau  l rehabilitasi  

lakibat  lkecelakaan  lkerja  ldan/atau  lmenderita  lpenyakit  lakibat  l pekerjaan,  ldalam  lhal  lini  lahli  

lwaris  lberhak  luntuk  lmenerima  lganti  lrugi. 

Selain  lperlindungan  lterhadap  lpekerjanya,  lterdapat  ljenis  lperlindungan  llain,  lyaitu  l: 

1.  lProgram  lJaminan  lSosial  lTenaga  lKerja  l(JAMSOSTEK) 

 Program  lJamsostek  lpengaturannya  ldiatur  ldalam  lUndang-Undang  lNomor  l3  lTahun  l1992  

lyang  lmenurut  lPasal  l1  layat  l(1)  lJamsostek  ladalah  lsuatu  lperlindungan  lbagi  ltenaga  lkerja  ldalam  

lbentuk  lsantunan  lberupa  luang  lsebagai  lpengganti  lsebagian  ldari  lpenghasilan  lyang  lhilang  latau  

lberkurang  ldan  lpelayanan  lsebagai  lakibat  lperistiwa  latau  lkeadaan  lyang  ldialami  loleh  ltenaga  lkerja  

lberupa  lkecelakaan  lkerja,  lsakit,  lhamil,  lbersalin,  lhari  ltua  ldan  lmeninggal  ldunia.  lProgram  

lJamsostek  lmerupakan  lkelanjutan  lprogram  lAsuransi  lSosial  lTenaga  lKerja  l(ASTEK)  lyang  

ldidirikan  lmenurut  lPeraturan  lPemerintah  lNomor  l33  lTahun  l1977. 

2.  lPerlindungan  lkeselamatan  ldan  lkesehatan 

 Perlindungan  lkeselamatan  ldan  lkesehatan  lterhadap  ltenaga  lkerja  ldiatur  ldalam  lPasal  l86  layat  

l(1)  lUndang-Undang  ltentang  lketenagakerjaan  ldisebutkan  lbahwa  lsetiap  lpekerja/buruh  lmempunyai  

lhak  luntuk  lmemperoleh  lperlindungan  latas  lkeselamatan  ldan  lkesehatan  lkerja,  lmoral,  ldan  

lkesusilaan,  lserta  lperlakuan  lyang  lsesuai  ldengan  lharkat  ldan  lmartabat  lmanusia  lserta  lnilai-nilai  

lagama. 



3.  lPerlindungan  lupah 

 Perlindungan  lupah  lmerupakan  laspek  lperlindungan  lyang  lpaling  lpenting  lbagi  ltenaga  lkerja.  

lBentuk  lperlindungan  lpengupahan  lmerupakan  ltujuan  ldari  lpekerja/buruh  ldalam  lmelakukan  

lpekerjaan  luntuk  lmendapatkan  lpenghasilan  lyang  lcukup  luntuk  lmembiayai  lkehidupannya  lbersama  

ldengan  lkeluarganya,  lyaitu  lpenghidupan  lyang  llayak  lbagi  lkemanusiaan.  lSelama  lpekerja/buruh  

lmelakukan  lpekerjaannya,  lia  lberhak  latas  lpengupahan  lyang  lmenjamin  lkehidupannya  lbersama  

ldengan  lkeluarganya.  lSelama  litu  lmemang  lmajikan  lwajib  lmembayar  lupah  litu.
22

  lPengupahan  

lmerupakan  laspek  lpenting  ldari  lperlindungan  lpekerja/buruh  lsebagaimana  lditegaskan  lpada  lPasal  

l88  layat  l(1)  lUndang-Undang  lbahwa  lsetiap  lpekerja/buruh  lberhak  lmemperoleh  lpenghasilan  lyang  

lmemenuhi  lpenghidupan  lyang  llayak  lbagi  lkemanusiaan.  l 

 

3.  lPengertian  lPemutusan  lHubungan  lKerja  l(PHK) 

 Pengertian  lPHK  lmerupakan  lsingkatan  ldari  lPemutusan  lHubungan  lKerja,  lyakni  lpengakhiran  

lmasa  lkerja  lkaryawan.  lUntuk  lpara  lkaryawan,  lpegawai,  lataupun  lpemilik  lbisnis  ltentu  ltidak  lasing  

llagi  ldengan  listilah  lini.  lMeski  lPHK  ladalah  lkebijakan  lperusahaan,  lnamun  lpemerintah  ljuga  lturut  

lmengatur  lhal  ltersebut  lSehingga  lperusahaan  ltidak  lbisa  lmelakukan  lpemutusan  lhubungan  lkerja  

lsecara  lsembarangan.
23

  lOleh  lkarena  litu,  lsebagai  lpemilik  lbisnis,  lAnda  lperlu  lberhati-hati  ldalam  

lmenetapkan  lkeputusan  lhubungan  lkerja,  lsupaya  lnantinya  ltidak  lmelanggar  lhak  lkaryawan  ldan  ljuga  

ltidak  lmelanggar  lhukum  lyang  lberlaku.
24
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  lKertonegoro,  lS.  l(1999).  lHubungan  lindustrial:  lhubungan  lantara  lpengusaha  ldan  lpekerja  l 
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  lhttps://www.gramedia.com/literasi/pengertian-phk  l(diakes  lpada  ltangga  l22  lJuli  l2024,  lpukul  l22.00  lwib) 



 Pengertian  lPHK  lmerupakan  lsebuah  lkonsep  lyang  ldilakukan  loleh  lperusahaan  luntuk  

lmengakhiri  lhubungan  lkerja,  lyang  lmana  ldapat  ldisebabkan  loleh  lberbagai  lmacam  lhal.  lDengan  

ldemikian,  lhak  lserta  lkewajiban  lantara  lkaryawan  ldan  ljuga  lperusahaan  lbisa  lhilang.  lPengertian  

ltersebut  lsudah  ltercantum  ldi  ldalam  lPasal  l1  lNomor  l25  ldari  lUndang-undang  lNomor  l13  lTahun  

l2003  lmengenai  lKetenagakerjaan.
25

  lSecara  lumum,  lhal  lyang  lbisa  lmenyebabkan  ladanya  lPHK  lada  

ltiga.  lPertama  lyaitu  lkarena  ldemi  lhukum,  lseperti  lmisalnya  lpensiun,  lmeninggal  ldunia,  lataupun  

lPKWT  ltelah  lberakhir.  lKemudian  lyang  lkedua  ladalah  lkarena  lkeputusan  lpengadilan.  lTerakhir  

ladalah  lkarena  lpengunduran  ldiri  ldari  lpihak  lkaryawan.  lJika  lperusahaan  lingin  lmelakukan  lPHK  

lkepada  lpara  lkaryawannya,  lmaka  lpenyebabnya  lyaitu  lkarena  lkeputusan  lpengadilan. 

 Sebab,  lPHK  ltidak  ldapat  ldilakukan  lsecara  lsepihak.  lHal  litu  ltelah  ltercantum  ldi  ldalam  lPasal  

l151  lUUK,  lJika  lmemang  lhubungan  lkerja  ltersebut  lharus  ldiakhiri,  lmaka  lkaryawan  ldan  ljuga  

lperusahaan  lharus  lmelakukan  lmusyawarah.  lNamun  ljika  ltidak  lkunjung  lmemperoleh  ltitik  ltengah  

ldari  lmusyawarah  ltersebut,  lmaka  lpengadilan  lhubungan  lindustrial  ljuga  ldapat  ldilibatkan.  lUntuk  

litu,  lPHK  lyang  ldilakukan  loleh  lpihak  lperusahaan  ladalah  lkeputusan  lpengadilan.  lDi  ldalamnya,  

lterdapat  lberbagai  lmacam  lproses  lyang  lharus  ldilakukan,  lsalah  lsatunya  lyaitu  lmelalui  ljalur  lmeja  

lhijau.  lTak  lhanya  litu  lsaja,  luntuk  lpemutusan  lkerja  lkarena  lkaryawan  lmemang  lingin  lberhenti,  lmaka  

lkaryawan  ltersebut  lharus  lmelakukannya  ltanpa  ladanya  ltekanan  latau  lpaksaan.  lMereka  lharus  

lmelakukannya  lkarena  lkemauan  lmereka  lsendiri. 

 Salah  lsatu  lpenyebab  lterjadinya  lPemutusan  lHubungan  lKerja  l(PHK)  lyaitu  lPHK  lyang  

lberasal  ldari  lsisi  lpekerja/buruh,  lmisalnya  lkarena  lpekerja/buruh  lmengundurkan  ldiri.
26
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lPengunduran  ldiri  lpekerja/buruh  ldimaksud  lkemudian  lmesti  ldisikapi  ldengan  lbijaksana  loleh  

lpengusaha  ldan  lpekerja/buruh  litu  lsendiri  ldengan  lmenyepakati  lbersama  lcara  lpemberian  lhak-hak  

lpekerja/buruh  lyaitu  lberupa  luang  lpenggantian  lhak  ldan  luang  lpisah,  ldi  lsamping  lhak-hak  lnormatif  

lyang  ltelah  lditentukan  ldalam  lperaturan  lperundang-undangan  lyang  lberlaku,  latau  ldalam  lPerjanjian  

lKerja  l(PK),  lPeraturan  lPerusahaann  l(PP)  lmaupun  lPerjanjian  lKerja  lBersama  l(PKB).
27

  lJika  lhal  

ldemikian  lterjadi,  lmaka  lpermasalahan  lmengenai  lkompensasi  lbagi  lpekerja/buruh  lyang  

lmengundurkan  ldiri  lakan  lteratasi.  lOleh  lkarena  litu,  lperundingan  lsecara  lbipartit  lmenjadi  lsangat  

lpenting  ldalam  lpenyelesaian  lsetiap  lperselisihan  lhubungan  lindustrial,  ltermasuk  lpenyelesaian  

lPHK.  lHal  lini  ljuga  lmengingat  lbahwa  lpenyelesaian  lperselisihan  lhubungan  lindustrial  lwajib  

ldilaksanakan  loleh  lpengusaha  ldan  lpekerja/buruh  latau  lserikat  lpekerja/serikat  lburuh  lsecara  

lmusyawarah  luntuk  lmufakat. 
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BAB  lIII 

METODE  lPENELITIAN  l 

 

A.  l  lRuang  lLingkup  lPenelitian  l 

 Ruang  llingkup  lpenelitian  ladalah  lsebuah  lmetode  luntuk  lpembatasan  lpermasalahan  ldalam  

lilmu  lyang  lakan  ldikaji  ldalam  lkajian  lilmiah.  lArtinya,  lruang  llingkup  ladalah  lBatasan  lsubjek  lyang  

lakan  lditeliti,  ldapat  lberupa  lBatasan  lmasalah  lataupun  ljumlah  lsubjek  lyang  lditeliti,  lmateri  lyang  

lakan  ldibahas,  lmaupun  lvariable  lyang  lakan  lditeliti
28

.  lPenelitian  lmerupakan  lterjemahan  ldari  

lbahasa  lInggris,  lyaitu  lresearch.  lKata  lresearch  lberasal  ldari  lre  l(kembali)  ldan  lto  lsearch  l(mencari).  

lResearch  lberarti  lmencari  lkembali.  lOleh  lkarena  litu,  lpenelitian  lpada  ldasarnya  lmerupakan  l"suatu  

lupaya  lpencarian"
29

.  lPenelitian  lhukum  ldalam  lBahasa  lInggris  ldisebut  llegal  lresearch  latau  ldalam  

lBahasa  lBelanda  lrechtsonderzoek.  l. 

Adapun  lruang  llingkup  lpenelitian  lini  lyakni,  lApa  lyang  lmenjadi  lpertimbangan  lhakim  lbagi  lpekerja  

lyang  lmendapatkan  lpemutusan  lhubungan  lkerja  lhanya  lmendapatkan  luang  lpengantian  lhak  lpada  

lPutusan  lNo.  l274/PDT.SUS-PHI/2022/PN  lMedan  ldan  lApa  lyang  lmenjadi  lpertimbangan  lhakim  

lbagi  lpekerja  lyang  lmendapatkan  lpemutusan  lhubungan  lkerja  ltidak  ldiberikan  lhak  lpesangon  lpada  

lPutusan  lNo.  l274/PDT.SUS-PHI/2022/PN  lMedan. 

 

B.  l  lJenis  lPenelitian  l 
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  lH.  lZainuddin  lAli,  lMetode  lPenelitian  l  lHukum,  lJakarta:  l  lSinar  lGrafika,  l  l2016,  lHlm  l1 



 Berdasarkan  lruang  llingkup  lpenelitian  ldiatas,  lmaka  lJenis  lpenelitian  lyang  ldigunakan  

ladalah  lpenelitian  lnormatif  lyuridis.  lPenelitian  lnormatif  lyuridis  ladalah  lpenelitian  lhukum  

lkepustakaan  lyang  ldilakukan  ldengan  lcara  lmeneliti  lbahan-bahan  lkepustakaan  latau  ldata  lsekunder  

lbelaka.  lPenelitian  lini  ldilakukan  lguna  luntuk  lmendapatkan  lbahan-bahan  lberupa  lteori-teori,  

lkonsep-konsep,  lasas-asas  lhukum  lserta  lperaturan  lhukum  lyang  lberhubungan  ldengan  lpokok  

lbahasan. 

C.  lSumber  lBahan  lHukum 

 Adapun  lsumber  lbahan  lhukum  lyang  ldigunakan  ldalam  lpenelitian  lini  l  lyang  lakan  ldikaji  

ldengan  ldata  lsekunder.  lData  lsekunder  lyang  ldimaksud  lpenulis  ladalah  lsebagai  lberikut: 

 a.  lBahan  lHukum  lPrimer  l 

 Bahan  lhukum  lprimer  lmerupakan  lbahan  lhukum  lyang  lutama,  lsebagai  lbahan  lhukum  lyang  

lbersifat  lautoritatif  lyakni  lbahan  lhukum  lyang  lmempunyai  lotoritas.  lBahan  lhukum  lprimer  lmeliputi  l  

lKitab  lUndang-undang  lHukum  lPerdata  lterdiri  ldari  lUndang-Undang  lNo.  l13  ltahum  l2003  ltentang  

lCipta  lKerja,Undang-Undang  lNo.  l2  lTahun  l2004  ltentang  lPenyelesaian  lPerselisihan  lHubungan  

lIndustrial,  lPeraturan  lPemerintah  lNo.35  ltahun  l2021,  ldan  lPutusan  lPengadilan  lNOMOR  

l274/PDT.SUS-PHI/2022/  lPN  lMEDAN 

b.  lBahan  lHukum  lSekunder  l 

 Bahan  lhukum  lsekunder  lmerupakan  lbahan  lhukum  lyang  lmemberikan  lpenjelasan  lmengenai  

lbahan  lhukum  lprimer,  lseperti  lmisalnya  lundang-undang,  lhasil-hasil  lpenelitian,  lhasil  lkarya  lilmiah  

ldari  lbahan  lhukum  ldan  ljurnal  lserta  lartikel.  lPenelitian  lini  lmenggunakan  lbahan  lhukum  lsekunder  

lyang  lterdiri  ldari  lbuku-buku  lyang  lberkaitan  ldengan  lpermasalahan  ldalam  lpenulisan  lskripsi  lini. 

  lc.  lBahan  lHukum  lTersier  l 

 Bahan  lhukum  ltersier  lmerupakan  lbahan  lyang  lmemberikan  lpetunjuk  lmaupun  lpenjelasan  

lterhadap  lbahan  lhukum  lprimer  ldan  lsekunder,  lseperti  lkamus  lhukum,  linternet,  lserta  lbahan  ldiluar  



lbidang  lhukum  lyang  ldapat  lmenunjang  ldan  lmelengkapi  ldata  lpeneliti  lsehingga  lmasalah  ltersebut  

ldapat  ldipahami  lsecara  lkomprehensif. 

D.  lMetode  lPengumpulan  l  lData  l 

Adapun  lmetode  lpengumpulan  ldata  lyang  ldigunakan  ldalam  lpenelitian  lini  ladalah  lmetode  

lkepustakaan  l(library  lreseach).  lMetode  lkepustakaan  ladalah  lmetode  lpengambilan  ldata  lyang  

ldilakukan  ldengan  lcara  lmembaca,  lmempelajari  lbuku-buku,  lperaturan  lperundang-undangan,  

lkarya  lilmiah  lartikel,  ljurnal  latau  ldokumen-dokumen  lyang  lberhubungan  ldengan  lpenelitian  lini.  l 

E.  lMetode  lAnalisis  lData 

Penelitian  lini  lmerupakan  lpenelitian  ldeskriptif  lMetode  lpenelitian  ldeskriptif  lyaitu  ldengan  

lmenuturkan  ldan  lmenggambarkan  lapa  ladanya  lsesuai  ldengan  lpermasalahan  lyang  lterjadi.  lAnalisis  

lyang  ldigunakan  ladalah  lpendekatan  lkualitatif  lterhadap  ldata  lsekunder  lyang  ldidapat.  lBahan  

lhukum  lyang  ldianalisis  lsecara  lkualitatif  lakan  ldikemukakan  ldalam  lbentuk  luraian  lsecara  lsistematis  

ldengan  lmenjelaskan  lhubungan  lantara  lberbagai  ljenis  lbahan  lhukum,  lselanjutnya  lsemua  lbahan  

lhukum  ldiseleksi  ldan  ldiolah,  lkemudian  ldinyatakan  lsecara  ldeskriptif  lsehingga  lmenggambarkan  

ldan  lmengungkapkan  ldasar  lhukumnya,  lsehingga  lmemberikan  ljawaban  lterhadap  lpermasalahan  

lyang  ldimaksud  ldalam  lpenelitian. 

 

 


